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PERATURAN GUBERNUR MRONTALC

NOMOR  TAHUN 2013

TEIITANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR OB TAHUN 2OOB TENTANG
PEMBENTUKAN OP.GANISASI DAN TATA K.ER],q UNIT PETAKSANA TEKN1S DINAS BALAI

PEMELIHARMN KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

GUBERNUR GORONTALO,

bahwa guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada

masyarakat, sudah saatnya kita melihat persoalan kesehatan

sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang

pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma baru yang

biasa dikenal dengan paradigma sehat, yakni paradigma kesehatan

yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;

bahwa Peraturan Gubernur Nomor 08 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan Mandiri Provinsi Gorontalo
perlu disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur

Gorontalo tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur

Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Ke[a,Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan

Mandiri Provlnsi Gorontalo;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 7974

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890); I\--,/
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Menetapkan

1i. ieiaii;;an leme;;niah I'iomo;' 41 Tahun 2C07 ientang Or.ganisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1nO7  ^J^m^ r  QE  TeaT  hehen  |  4 ! r r ! h? r tn  A lad : r?  Dan '  ' h l i l t  I  a . { anac i ;|  ! 1 -gu r  r . r  r \ 1 - vuu r r i \  r r r vv i  r cJ ru

Nomor 4740);
12. peraturen Daerah P!'o.Jrnsl Go!'onlalo Nomor' 6 Tahun 2007 tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5).

I'.iEi,iIJTUSKAN :

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 08
TAHUN 2OOB TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PEMELIHARMN
KESEHATAN MANDIRI PROVINSI GORONTALO

Pasai i

Beberapa ketentuan dalam Peraturan
tentang Pembentukan Organisasi dan
Dinas Balai Pemeliharaan Kesehatan
Daerah Pi'ovinsl Corontalo i'iomoi- 08)

Gubernur Nomor 08 Tahun 2008
Tata Kerla Unit Pelaksana Teknis

Mandiri Provinsi Gorontalo (Berita
, i  , l r - h  - ^ ! i - ^ - i  l ^ - i 1 . , , ,  ,
v ruuo l  |  )EUo \ to r  uc t 'NuL  ,

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai
berikut:

n r . r ,  r :
f clJclt J

(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 1, Unit Pelaksana Teknis Dlnas Balai Per"neliharaan Kesehatan
Mandiri Provinsi Gorontalo mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan Pe,.neliharaan Kesehatan bagi rnasyerekat;
b. memfasilitasi tindakan medis khusus (tertentu) bagi penderita

\ /ano  t id2k  mamnr  I

c. mempersiapkan dan menyelenggarakan kegiatan operasional di
klinik mata Provinsi Gorontalo.

(2) Pelayanan kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang
eliberikan kepada orang pribaeli atau masyarakat yang melipr,tti :
a. rawat jalan

b, tindakan medik ooeratif mata
c. t indakan medik non operatif
d. Demeriksaan Denunjanq
e. farmasi
f. ambulance
g, keperawatan dan pelayanan administrasi lainnya
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4.

'  r - / - - - , r  r - r - - -  i r ^ - - -  . t r - " r  - _ L . . -  - r ^ n o  ! _ F + _ . n -  n - _ L - - . _ . ' ! . . t . _ -j ;  :L r { ] )  )L  \ ) t  ) t r l : l1  ,L .  .  .9 ,  | , r ) ,  2Q ,  a i  , v ,  ,  Lwwv L-  j  : r . :  j  : i J  r 'E ,  r  r l ,< . t  r luA< j t ;

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
T;hur 200C lJomcr 258, Tai'ilbahan Lenbafan lJcgara Rcp'iblik
Indonesia Nomor 4060);
t-)rd3xg-!ird3irg !'lctr+:' 17 T3hlln 2003 tentang Xe,iengan Neg-2!.a
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
T. ambahan ! emharao Nealra Pon thlik lnd^nps,ie N^m^r 4?R6\.'  ' ' " t "  

"  i J J J  i |

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Necara R.eoublik. lndonesra Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 44.77) sehagaimana te,lah lrcberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Necara Republik
Indonesia Nomor 4844);
Undanq-Undanq Nomor 33 Tahun 2004 tentanq Perimbanqan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1z+4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
l"legai'a Republl!.t lnJonesia Tahun 2005 Nomcr 15C, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 20C7 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pe!"nerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
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i)j '-',.,-u.. .ir.=, !t.,.t tvuat aaa keg;aian pEia,/anaii ,ji kiinik iiiaia

ditetapkan tarif untuk setiap jasa pelayanan.
(4) Tarif pela'ya;'ran kesehatait untuk setiap fasilita3 pela',;anar

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tarif
';ang berl;ku Dada PIKML'i IAMy.ESDA.

Pasal Ii
Peraiuian Gubei-nr-ii- ini m,-iiai i,eriak,i pada ianggal diieiaF,kail

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

BERITA DAEMH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR i,IBI
RO

 H
UKU

M
 

SE
TD

A 
PR

O
V.

 G
O

RO
NTA

LO

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
22 Januari 2013

aansanggar@gmail.com
Typewritten text
22 Januari 2013



|  ^ r . ^ rna \ r  r \ coA ' r - |  r r rA \ r  , / - l  t ocn r . l t  tD  noa \ \ rT \ r c t  - n  oa \ f , r ' r a r  r \

N O M O R :  i  T A H U N 2 0 1 3
TANGGALi  . - - . , , - , . ,  2013
- rEArrA| . t /^
ILlII,-II',\J PERLJEAHATJ KEDL'A ATAS PERA-'URAI,I GUBSRI{'..JR IiOI'4OR

08 TAHUN 2OO8 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
IATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BAI.AI
PEi'fELiHARAAi'l KESEiiAiAi\" MAi\"DiRi PROVINSi
GORONTALO

KEPALA

5U6 EAGiAii
TATA USAHA

PE IVItU HARAAN KESE HATAN
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